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RINGRASAN

Cremernd dgreement Cn Tavilf and Trade (GATT) whun 1974 merupakan suaty
petjanjian imemasional i bidang perdagangan. Dalam  perkembanpannva GATT
merubal menjadi Werkd Trade Crgenizarion {(WT0) hun 1994 vang merupakan suaty
organisast internasional di bideng perdagangan. sehinoos aturan-aturan dalam WTO akan
semakin dipertegas pelaksanasnnya, terutama vang berkaitan dengan  penyelesaian
sengketa perdagangan internasional dengan salab satw cara konsensus. Penelitian ini
sertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip konscnsus dalam penvelesaian
sengreta perdagangan internasional pada kerangka WTO dan apakah upaya hukum vang
dapat dilakukan terhadap negara yang tidak melaksanakan keputusan vang dihasilkan
D5B. Mewode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah metode vuridis
normatil dengan memakal pengumpulan behan hokum primer berupa aturan-aturan
hukum vang berkaitan dengan penggunaan prinsip kansensus dalam  penyelesaian
senghketa perdagangan inlernasional pada kerangka WTO dun hahan hukum sekunder
Berupa jurnal, makalah dan buko teks hukum,

Hasil penelian memperfihatkan bahwsa penggunaan prinsip kensensus dalam
penyelesaiaan sengkera perdagangan internasioal pada kerangks WTO hanva digunakan
sampai ahap laporan pancl. karena kalau sudah pada 1ahap banding {dppeliae Body)
reputusan . vang  dihasilkan tidak memerlukan kesepakatan dari para pihak  yang
bersengheta. Hasil laparan kanding harus diterima dan diluksanakan oleb para pikak yang
bersengketa. Jika pihak yang Kalah dalam sengketa tidak melaksankan keputusen vang
dihasilkan aleh Dispiie Sevelemi Body (D5R) maka upava hukum terakhic menurul
Pasal 22 DNspute Sertlement Understanding (DSLD adalah retalissi vang dapat dilakukan
aleh pihak vang menang sengheta atas perselujuan dari DSBS,

Fesimpulan dari penelition ini wcdalah pengounaan prinsip konsensus dalam
penyelesaion senghketa perdagangan imemasional sebaiknya tidak hanye sampai pada
tahap laporan panel tapi sampai pada tahap banding sehingga retaliasi sebapsi upava
terakhir dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional pada kerangka WTO
tidak harus dilaksanakan.
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BARB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Ceneral Agreement On Toriffs and Trade (yang selanjutnya akan
disingkat GATT) merupakan suatu peganjian internasional di bidang perdagangan
internasional yang mengikat lebih dari 174 negara. Keseluruhan nepara ini
memainkan peranan sekitar 90 persen dari produk dunia.' Disepakatings GATT
didasarkan pada perlimbangan bahwa hubungan antar negara di bidang
perdagangan dan ekonomi harus dijelankan dengan sasaran untuk meningkatkan
penghasilan, pemenuban kebutuhan, pemanfaatan sumber dava serln memperluas
produksi serta periukaran barang,”

Awal berdirinya GATT didirikan oleh 23 negara yang disebut schagai
founding cowntracting parties,” GATT sebenamya bukanlah sehuah Organisasi
internasional, walaupun dalum pelaksanaanya memiliki Sckreetariat Jendral karena
pada awalnya founding countracting parties ingin mendirikan sehuah organisasi
perdagangan internasional (ITO)." Orpanisasi ini direncanakan menjadi suatu
badan khusus PBB di samping Bank Dunia dan faternational Maornetary Fund
{selanjutnyva disebut IMF), Karena itu dalam pasal-pasal GATT hanva mengatur

mengenai ketentuan umum seja, GATT tidak mengatur keorganisasiannya karcna

' wewewaula-widat Bogspos. com 200606 pen ve lesaian- sengketa- intermesionnl —dalam

keronghka WTO diokses tanggal 20 Moret 2000

* TFabsal Salam, Pervelesain Sengheta HBivnis Yecara Nasinal dew Infernacions), Mandar
Maju, Bandung, 24%17, him 438

] Foorodjocmena, Subsiensd Perfaniian GATT T dan Wekanispne Puatyelevaian
Sengiena, U PRESS, Jakarta, 2007, hlm 20
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pada waktu itu sudah ada 1T, vang kemudian dalam pelaksanaannya batal
berdiri.

Setelah menyadari bahwa [TO dan Piagam Havana batal” para anggota
GATT membentuk suaty struktur Kelembuagaan baru dalam GATT wvang
ditetapkan dalam konfrensi-konfrensinya. Meskipun ITO dan Piapam Havangs
tidak pernah berlaku yang discbabkan karenas Amerika Serikat vang pada waktu
ity dikenal sebagai pelaku utama dalam perdagangan dunia tidak akan meratifkasi
piagam tersebut sehingga banvak negara vang juga tidak meratifikasi, hal tersehut
tidaklah menyebabkan GATT bubar dengan sendirinya.” Para perunding GATT
mengeluarkan suatu perjanjian intemasional baru yaitw Profocel of Provisional
Application tshun 1948, sustu perjanjian yang memberlakukan GATT untuk
sementara,’

Sehagai tatanan moltilateral yang memuat prinsip-prinsip perdagangan
internasional, GATT menetapkan kaidah bahwa hubungan perdagangan antar
negara dilakukan tanpa diskriminasi (non diverimingtion), Hal ini berarti, TIEEATE
vang terkabung dalem GATT tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan
khusus hagi negara tertentu, Artinya setiap negara harus memberikan perlakuan
vang sama dan timbal balik dalam perdagangan internasional. Selain i, GATT
Juga berfungsi sebagai forum untuk mengajukan keberatan dari suatu negara yang
merasa dirugiken atau mendapat perlakuan yang tidak adil dari negara peserta

vang lain di bidang perdagangan. Pada prinsipnya, masalah-masalsh vang timbul

* Hualn Adolf dan A. Chandrawulan, MacalehAfasaiah Hubim Dalam Ferdagarigan
frtermcavional, Raja Grofindo Persada, Jakarta, 1994, him 3

" Huals Adolf, Hubam Perdagargan fnternasionad, Rajn Grulindo Persada, Jakarta,
2004, klm 104
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akan diselesaikan secara bilmternl sntara nepara-nepgara yang terlibat dalam
persenghetaan dagang melalui konsultasi.® Aninva dising jika dalam konsultasi it
tidak mendapat kata sepakal, maka untuk melanjutkan suatu sengketa ke tingkat
yang lebih tingei hamus ada persetujuan darl selumah angeota GATT. Jika salah
satu pihak vang bersengheta tidak setuju sengketanyn dilanjutkan dalam GATT, ia
memiliki kekuasaan entuk memberhentikan proses penvelesaian sengketa

Untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antar negara dapat berjalan
dengan baik, GATT mengatur ketentuan mengenai pengikatan tariil bea masuk
(ariff binding) yang diberlakukan pada negara-negara peserta. Dalam beberapa
kasus tariff dapat diturunkan menjadi 0% (nol persen) contohnya unwk produk
teknologi  informasi, den  sekali tarift i mengikat tidak mudab  untuk
menaikkannya kembali." Disamping itu, GATT juga menetapkan ketentuan-
ketentuan uniuk mendorong kegiatan perdagangan herdasarkan prinsip persaingan
yang jujur, dan menclak praktek sepenti dumping dan pemberian subsidi terhadap
produk ckspor."!

Dengan adanya perbedaan tingkat sosial ekonomi diantora negara-negara
peserta GATT, maka tidak memungkinkan terlaksananya berbapai ketentuan dan
aturan disiplin yang telah diatur dalam GATT. Olch karena it perlu adanva
perlakuan khusus dan berbeda bagi negara vang berkembang. Ketentuan GATT

yang mengatur perlakuan khusus ini mengakui adenyva negara berkembang yvang

" Huala Adoll, Hikum Penyefesaian Senghets Internasional, Sinar Grafika, Huncung,

20014, bl 143
' Ihid, him 14
5 Diepartenen Lo Negers Repabdik Indonesio, Sedilice Bl Trade Crganizatisn,
Jurmal, Departemen Luar Meper Republik Indonesia, Jakaris, 2003, Rlm 24
"' Kartndioemena, GATT dae WD, Universitas Indonesla, Jakartn, 2002, hlm 130



memperoleh kondisi vang lebih menguntungkan dalam upava mercka memasuki
pasar dunia bagi produk-produknya. Negara-negara maju tidak boleh menerapkan
hambatan terhadap ckspont komoditi primer dan produk lgin vang merupakan
kepentingan khusus negara-negarn berkembang, dan khususnva negar-negara
vang paling terbelakang, Negara maju juga tidak boleh mengharapkan tindakan
timhal balik dari negara berkembang untuk mengurangi stau menghapuskan
hambatan yang berupa tariff atau non tariff,'*
sejak berdin, GATT telah mensponsori berbagai macam perundingan-
perundingan ulamapokok yang biasanya disebut jupa dengan istilah putaran
(rownd). Adspun putaran (romnd) vang pernah terjadi sejak berdivinva GATT
sampai berubah menjadi WTO adalah sebagai berikut -
1} Genewa Round (1947), perundingan GATT di Jenewa 1947
menyangkut dua proses paralel. Pernama, dalam wpaya mendirikan
ITO dilakukan perundingan untuk merumuskan aturan permaian
dalam perdagangan internasional. Kedus, perundingan untuk
menuninkan tarift atau bea masuk diantara nepara peserta.”
) Awnecy Round (1940", perundingan wvang dilakukan di Annecy

masih membahas tenlang penurunan tarifT,

e

Litit Penjeinsan Umum Atas Unding=Undang Nomee 7 Tohun 1994 Temaig
Pengesahan Agreemens Establishing The World Trade Ovoanizarion {Persetujuan Pembeniukan
Crgznisnsi Perdagangan Dunia)

' hitpetwin.org/englishidocs efgttdoes um dinkses tongpal 25 Januael 29

" Karadioemena, 2007, oo, il LG
Hala, Perdagangan irlermssional (halam Sisiem GATT don BT0, Refika Adiams,
Randung, 24k, Il 2
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BAB IV

PENUTLUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

I}

)

Penggunaan  prinsip konsensus  dalam  penyelesaian  senphketa
perdagangan internasional dalam GATT dan WTO telah dimulai
pada tahap konsultasi sampai pada laporan panel. Bedanya, dalam
GATT suam putusan/laporan pare! im disahkan berdasarkan
konsensus, dalam WTO sustu putusan/laporan pawel disahkan
secara otomatis kecuali ada konsensus untuk menolak laporan
paned, itupun dengan cara meminta scluruh anggots WTO untuk
menolak hasil laporan ponel termasuk anggota angpota vang
menjadi lawan dalam kasus terscbut.

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap nepgara vang tidak
menjalankan keputusan D5B  adalah Retaliasi vaitu tindakan
pembalasan di bidang perdagangan antar negara dalam keranpka
WO dilakukan olch suatu negara sebagai akibat tidak tercapainya
suatu Kesepakatan dalam proses penvelesaian sengketa. Menurut
Paszal 22 DSU Agreement, ganti kerugian dan penangguhan konscsi
atau kewajiban lainnya merupakan tindakan sementara vang
diberikan apabila rckomendasi dan keputusan tidak dilaksanakan

dalam jangka wakiu yang wajar. Retaliasi merupakan langhkah
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terakhir vang dapat dilakukan terhadap nepara vang tidak
menjalankan konsensus yang telah disepakati.
2. 5aran
Penggunaan prinsip Konsensus dalam penvelesaian sengketa perdapanpan
internasional dibarapkan dapat digunakan tidak hanya sampai pada tingkat laporan
pancl, tapi sampai pada tingkat banding sehingea laporan Appeliaie Body dapat
dapat diterima kedua belah pihak dan jika salah satu pihak ada yang tidak sepakat
maka dapat dilakukan peninjauvan ulang terhadap laporan Appelleae Body sehinggs
upaya retaliosi sebagai witimem resediym tidak harus dilaksanakan jika masih

tidak terdapat konsensus diantara para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
Burhan Ashofa, Metode Penelition Hukum, Bineka Cita, Takarta, 2004

Boer Mauna, Hukum fnternasional (Pengertion, Peranan dan Fungsi Dalom Era
Dinamika CGlebal), Alumni, Bandung, 2000

David Palmeter, Petros C. Mavroidis, Dispute Setilement in the World Trade
Crganization, Cambridge University Press, United Kingdom, 2004

Faisal Salam, Penvelesain Sengheta Bisnis Secara Nasinal dan Internasional, Mandar
Maju, Bandung, 2007

Gunawan Widjaya, Alrernaiif Penyvelesaian Sengketa, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2001

Huala Adolf dan  A.Chandrawulan, Masaleh-Mmasalah Hukum Dalam Perdagangan
Internasional, Roja Grafindo Persada. Jakarta, 1994

Huala Adolf, Hukum Ekonomi fnternasionad (Swate Pengantar), Rajawall Pers, Jakarta,
1997

. Hukum Perdagangan Imternasional, PT Raja Grafindo Persada. Jakaria,
2005

, Hukwm Penyelesaion Sengketa fnterpasionad, Sinar Grafika, Bandung, 2004

Hukum  Arbitrase Komersial [mernasional, Raja Grafinde Persada.
Bandung, 1994

Hats, Perdagangan Diternazional Dalam Sistem GATT dow WO (dspek-aspek Hukuins
dan Non Hukung), Refika Aditama, Bandung, 2006

LG Starke, Pengeantar Hukwm fnternasional Edisé Sepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 1998

Jhony Ibeahim, Teori don Metode Penelitian Hukum Novmatif, Bayvumedia Publishing,
Malang

Kartadjoemena, GATT dan WTT2, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002



